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Abstract

This research studies the problems about: first, the base of Constitutional Court (MK) does not accept any
application of judicial review of MPR (provisional people’s consultative assembly), second, the implication of
the trial of MPR provisions in post-verdict of Constitutional Court. This research is a normative research that
obtained primary legal materials in the form of the Verdict of Constitutional Court and supported with books,
articles and documents. The results of the research concluded that first; the Constitutional Court in accordance
with the Constitution 1945 Article 24C Sentence (1) does not have any authority to test the provision of MPRS.
Second, the implication of the verdict of Constitutional Court does not cause the absence of mechanism of
the trial of the MPR’s provisions; thus causing the legal vacuum and the absence of the institution that is
authorized to do a trial towards the MPR’s provisions (tetraa incognita).

Keywords: Implication, trial, provision of MPR, verdict of constitutional court

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan: pertama, dasar Mahkamah Konstitusi tidak menerima
permohonan judicial review Ketetapan MPR, kedua, implikasi pengujian Ketetapan MPR pasca putusan
Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mendapatkan bahan hukum
primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi, serta dilengkapi dengan buku, artikel, dokumen. Hasil
penelitian menyimpulkan, pertama, Mahkamah Konstitusi menurut UUD Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1)
tidak memiliki kewenangan menguji Ketetapan MPR/S Kedua, implikasi dari putusan MK tersebut
menyebabkan tidak ada mekanisme pengujian Ketetapan MPR sehingga menimbulkan kekosongan
hukum serta tidak adanya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Ketetapan
MPR (tetraa incognita).

Kata Kunci: Implikasi, pengujian, ketetapan MPR, putusan MK.
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Pendahuluan

Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194b Pasa
ayat (2), menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat &sargikan menurut
Undang Undang Dasar. Ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) ini sgyanglipertegas oleh
Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Ketentuan konstitusional tersebut berarti bahwéersisketatanegaraan Indonesia
berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 harus berdaatakanrinsip kedaulatan rakyat dan
prinsip negara hukum. Artinya, dari sudut pandangtioisional berdasarkan ketentuan Pasal
1 ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, makala&gntuk keputusan dan tindakan aparatur
penyelenggara pemerintahan negara harus berdasadsrprinsip kedaulatan rakyat dan
hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang meksttakedudukan aparatur penyelenggara
pemerintahan itu sendfriPada Undang Undang Dasar 1945 hasil amandememlisViaj
Pemusyaratan Rakyat tidak lagi berada pada posibiaga tertinggi negara, tetapi berubah
menjadi lembaga tinggi negara sederajat dengarelgantregara lainnya.

Ditempatkannya kembali Ketetapan MPRS dan Ketet&ff2iR Rl sebagai salah satu
jenis perundang-undangan dalam hierarki perundadgngan sebagaimana diatur dalam Pasal
7 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 12 Tahuhl2@ntang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran @lamkihan-kelemahan yang terkandung
dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukatuPan Perundang-undangan. Salah
satu penyempurnaan tersebut adalah penambahanpsetdt®R/S sebagai salah satu jenis
peraturan perundang-undangan yang ditempatkanatsetdUD NRI 1945. Ketetapan
MPRS/MPR yang dinyatakan masih berlaku sesuai Ketet®™PR Nomor I/MPR/2003 dan
sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 12 Tahuir’201

Berbagai pendapat para ahli hukum tata negara yang membabktapketMajelis
Pemusyawaratan Rakyat dapat dilakukan pengujian ke Mahkamah #sindtdrena
Mahkamah Konstitusi yang lebih berwenang menguji Ketetapan MRRbut, menurut
peneliti tentu saja hal ini akan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi tentu diragukan kewenangannya untuk menguji paateta
MPR bila dilihat dari kedudukan TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan.

! Dahlan Thaib, Ketatanegeraan Indonesia Persfektif Konstitusional, Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2009,
hlm. 26.

2 Titik Triwulan Tutik. “Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI berdasarkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Artikel dalam Jurnal
Hukum Ins Quia Iustum, Vol. 20 No. 1, Januari 2013, hlm. 3.

3 Lihat, UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) huruf b.
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Sebagaimana diketahui bahwa TAP MPR telah diajukan permohodamal review
beberapa kali ke Mahkamah Konstitusi, tetapi permohonan para pemohon diartggap ka
dan tidak dapat diterima oleh sidang Majelis Mahkamah Konstitusio@ganhgpertama,
atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X1/2013 tentang Pengljidlomor

12 Tahun 2011. Dalam materi yang diujikan Pasal 7 ayat (1) hurup lpditean TAP MPR
dalam susunan hierarki perundang-undangan dan tidak ada lembagyaegd@wenang
mengujinya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum pengujian TAP MRRmni,
Mahkamah Konstitusi mengadili dan dan memutuskan tidak menerima permolamgan y
diajukan oleh Viktor dan kawan-kawArRutusan yangedua,Nomor 75/PUU- XII/2014
tentang Pengujian Ketetapan MPR No. I/MPR/2013 tentang Peninjauaad&prMateri
dan Status Hukum TAP MPR 1960 sampai 2002 terhadap Undang Undang Das845(R
dengan materi yang diujikan Pasal 6 angka (30) Pengujian TAP MRBRS
XXXII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasan pemerintahan dari Pr&sidkarng.
Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohonan yang diajiéa
Murnanda Utama dan kawan-kawan dari Yayasan Maharya Pati, karenahpaan
pemohon dianggap kabur dan pengujian mengenai Tap MPR Nomor EZBIRREentang
Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPR 1960 sampai 20@2&erha
Undang Undang Dasar NRI 1945, dengan materi yang diujikan Pas&l&(80yPengujian
Tap MPRS No. XXXII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasan pemerintkian
Presiden Soekarno ini, adalah yang kedua kalinya dilakukan permohonan pekgujia
Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pernah diajukadicial review oleh Rahmawati
Soekarno Putri - putri dari mantan Presiden Ir. Soekarno bersamsavidyaiversitas Bung
Karno dengan risalah Sidang Nomor 24/PUU-XI1/2013 dengan Putusan yanga&ma

Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohonan tefsebuit.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikanbugrsenaka
permasalahan dalam penelitian ini adalpértama,apakah yang menjadi dasar hukum
Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerijudicial review Ketetapan MPR?
Kedua,apa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap pengeietapan
MPR?

4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X1/2013.
5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/MPRS/2014.
¢ Risalah Sidang Perkara Nomor 24/PUU-X1/2013.
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Tujuan Pendlitian

Adapun tujuan penelitian ini adalapertama,untuk mengetahui dasar putusan
Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohgudicial review
Ketetapan MPRKedua,untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap pengujian Ketetapan MPR.

M etode Pendlitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian norauzif
penelitian kepustakaan, yang dilakukan untuk mendapatkan data primer danesekund
dengan bahan penelitian berupa dokumen, buku, artikel, hasil penelitian, dan perundang-
undangan, seta pendapat ahli.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan normlatyal( research)yakni,
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus karena natioetieecidendi
Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada kaitannya dengan penéléiasiekatan ini akan
menguraikan substansi yuridis keberadaan dan kedudukan Tap MPR dalang-Unda
Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945
termasuk beberapa menganilisis produk hukum MPR yang masih berlagai Saat ini.
Pendekatan Kasusgse approach)digunakan untuk menganalis putusan Mahkamah
Konstitusi mengenai dasar Mahakamah Konstitusi mengadili dan tdakerima
permohonarnudicial reviewKetatapan MPR. Pengelolaan dan penyajian Data Penelitian
atau Bahan Hukum Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan nteladik studi
literatur, yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasnagosekunder
yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, dokumen,
media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lais@garti data yang

terdokumentasikan melalui situs internet yang relevan.

Hasil Pendlitian dan Pembahasan

Perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama
lain dalam posisi setara dengan saling melakeka&cks and balancek®lam mewujudkan
supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak as@ssian

Kesetaraan dan kesediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuararggmokrasi dan
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negara hukum.Implikasi perubahan UUD 1945 membawa dampak yang sangat luas
terhadap semua lembaga negara. Pada satu sisi, ada lembaga yangtmpemapabaru
dengan bartambahnya wewenang secara signifikan di dalam konstitasnt&e di sisi

lain, ada pula lembaga negara yang mengalami pengurangan kgammgan dibandingkan
sebelum dilakukan perubahfiidak hanya itu ada juga lembaga yang hilang kewgsararya
karena sudah tidak relevan lagi bagi kebutuhanglenggaraan negara ke depan. Di antara
implikasi perubahan UUD 1945, yang paling tampakulpghan kewenangannya adalah
perubahan kedudukan dan fungsi Majelis PermusysaveRakyat (MPRY.

Sebelum perubahan UUD NRI 1945, Indonesia menganut prinsip supremass Majeli
Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu bentuk variam sigteemasi parlemen yang
dikenal dunia. Oleh karena itu, paham kedaulatan rakyat yang dianutniBasgikan
melalui pelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yadmmpatiuksikan sebagai
lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat, yahgkdis melalui
prosedur perwakilan politikpplitical representatiop melalui Dewan Perwakilan Rakyat,
Perwakilan Daeralrégional representatiormelalui dewan utusan daerah, dan perwakilan
fungsional functional representatignmelalui utusan golongan. Ketiganya dimaksudkan
untuk menjamin agar kepentingan seluruh rakyat yang berdaulat benartdreeamin
dalam keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sehimggada yang mempunyai
kedudukan tinggi tersebut sah disebut sebagai penjelmaan seluruh'takyat.

Dari sudut pandang yuridis ketatanegaraan pasca perubahanMiRERke sistem
trikameral yang terdiri dari lembaga DPR dan DPD telah posisikan MPR bukan lagi
sebagai lembaga tertinggi negara dan pelaksana sepenuhnya kedaulatah rakyat.

Perubahan UUD 1945 memposisikan MPR tidak berkedudukan sebagai lembaga
tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat terfifhigigil ini berimplikasi terhadap
kewenangan MPR yang dahulu memiliki kewenangan strategis, yaitatap&an UUD
1945, menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden. Setelah raemade
menjadi (1) mengubah dan menetapkan UUD; (2) melantik presiden darpvessidlen; (3)
memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannyaédD 1945.

7 Martha Pigome, “Implementasi Prinsip Demokrasi Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan Pasca
Amandemen UUD 1945 Artikel dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 113, (2000), hlm. 113.

8 Kuntana Magnar, “Kedudukan, Tugas, fungsi dan Kewenangan L.embaga-Lembaga Negara Indonesia”.
Artikel dalam Jurnal Imn hukum Litigasi, Vol 1. No. 2 Th, 2007, hlm. 25.

9 R. Agung Laksono, “Dewan Perwakilan Rakyat Repoblik Indonesia Pasca Perubahan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 19457, Artikel dalam Jurmal Majelis, Vol. 1 No. 1, 2009, hlm. 48.

10 Sti Soemantti, Prosednr dan Sistem Perubabhan Konstitusi, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 145.

Wimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.
168.

12 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Huknm Tata ... Op. cit., hlm. 7.
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Akibat dari ketentuan UUD NRI 1945, keberadaan MPR dalam sisteatakegaraan
menjadi tawar dan mandul’termasuk produk hukum yang dihasilkan seperti Ketetapan
MPR. Bahkan melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, telah mencabut produk hukum MPR yang berupa
Ketetapan MPR (Tap MPR) dari hirarki peraturan perundang-undangan, karena MPR tida
berwenang lagi menetapkan GBHN. Kenyataan demikian semakin rgieaikan
kedudukan dan status hukum dari Ketetapan MPR, padahal berdasarkanTAtmizahan

Pasal 1 UUD 1945 setelah amandemen menugaskan kepada MPR umlegmmipali status
hukum Ketetapan MPRS/MPR guna upaya menghindari ketidakpastian status Hugum Ta
MPRS/MPR.

Ketetapan MPR Nomor |/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi Status Ketetapan
MPR dari Tahun 1966 sampai dengan 2002

Sesuai dengan ketentuan hasil perubahan UUD 1945 sebagaimana digassian P
1 Aturan Tambahan yang memberikan tugas kepada MPR untuk melakukan paninjaua
terhadap materi dan status hukum Ketetapan-ketetapan MPRS dan |&tfRat{ve
review)® Selanjutnya, forum musyawarah sidang-sidang MPR periode 1999-2004
menghasilkan Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Keredaadap
Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai2002.

Pengujian Ketetapan MPR

Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/lMEF3 tentang
Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelissi@awaratan dan
Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat 1960 sampai 2002 yaitu;

1. Pasal 1 ( 8 Ketetapan )
Tap MPRS/MPR sebagaimana dimaksud di bawah ini dicabut dan dinydidak
berlaku

2. Pasal 2 (3 Ketetapan )
Ketetapan MPRS/MPR sebagaimana dimaksud di bawah ini diayatetap berlaku
dengan ketetantuan masing-masing sebagai berikut.

3. Pasal 3 (8 Ketetapan )
Ketetapan MPRS/MPR ini tetap berlaku selama sampai denmgdoentuknya
pemerintahan yang baru hasil pemilihan umum 2004.

13 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Persfektif Konstitusional, Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2009,
hlm. 242.
14 Ibid., hlm 3.
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4. Pasal 4 (11 Ketetapan )
Ketetapan MPRS/MPR sebagaimana dimaksud di bawah ini tetagibsampai dengan
terbentuknya Undang-Undang.

5. Pasal 5 ( 5 Ketetapan )
Ketetapan MPRS/MPR sebagaimana dimaksud dinyatakan masakubsampai
dengan ditetapkan peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majatmidyawaratan
Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

6. Pasal 6 (104 Ketetapan )
Ketatapan MPRS/MPR yang disebutkan di bawah ini merupakatagah Majelis
Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakokakan hukum
lebih lanjut, baik bersifateinmalig (final), telah dicabut , maupun telah selesai
dilaksanakar®

Kedudukan dan status hukum MPR kembali memperoleh angin segar setelah
diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang memberikan landasan hukum
bagi keberlakuan kembali Ketetapan MPR dalam aturan hukum di Indonesia.

Berpijak dari penelusuran di atas, terlihat bahwa Tap MPRgaebana dimaksud
pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (1) huruf b, harsa Gersi
Ketetapan masih berlaku hingga saat ini, yaitu;

a. Pasal 2 Tap MPR Nomor I/MPR/2003

1. Tap MPR XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia,
Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wikggara Republik Indonesia
bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuebaeratau
mengembangkan Faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme JaRibk&n
kedepan dengan keadilan dan menghormati Hukum, Prinsip Demokrasi dan kiak Asa
Manusia.

2. Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi, tetap diberakukan dengan ketentuan Pemerintavdjdor&e
mendorong keberpihakan politik ekonomi, Usaha kecil menengah, dan koperasi
sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pemlbangasional
dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945.

b. Pasal 4 (11Ketetapan) Tap Nomor I/MPR/2003. Ketetapan MPR/S Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya Undang-Undang.

1. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara yang Negaséh ian
Bebas Krupsi, Kolusi, dan Nepotisme tetap berlaku sampai terlaksasaturuh
ketentuan dalam keteapan tersebut. Sekerang telah terbentuk tWhttiargy tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi masih ada aspek rkaitgdEngan
Mantan Preisiden Soeharto yang belum terselesaikan hinggansaathingga
ketetapan dinyatakan masih tetap berlaku.

2. Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,

15 Seckretatiat Jenderal MPR RI, Ketetapan MPR Republik Indonesia No. I/MPR/2003 tentang
Peninjauan Meteri dan Status Hukum Ketetapan MPR dari Tahun 1960 Sampai Tahun 2002, Cetakan Ke-14,
M16.PR RI, Jakarta, 2014.
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3. Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa depan.

4. Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaa
Sumber Daya Alam, sampai terlaksananya seluruh ketentuan datéetapan
tersebut.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan tidakmaener
pengujian Tap MPR, hal ini akan berimplikasi terhadap Tap MPR yasthrberlaku dan
tidak adanya kepastian hukum akan menimbulkan banyaknya tuntutan hak konstitus
yang dilanggar terhadap Tap MPR yang masih berlaku. Salalmgdittasi yang membuat
penempatan Tap MPR dalam hierarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini menjadi
dilematis adalah potensi pertentangan Tap MPR dengan Undang UbDdaag 1945
dan/atau Undang-Undang di bawahnya. Adapun beberapa yang muncul akévaapgan
ini padahal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194&lindeaisiar
berpijak dalam segala ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan Mahkamah
Konstitusi dibentuk sebagai solusi untuk lebih mewujudkan Indonesia sebagaa ne
hukum yang sesungguhnya, yaitu segala sesuatu bentuk pergaulan ddlgm hi
bermasyarakat berdasar atas hukum dan hukum dibentuk dengan berdasarkaurgada a
dasar filosofi bernegara, yaitu konstittfsi.

Terhadap Tap MPR yang berjumlah 6 ketetapan yang masih berlaku ini
menimbulkan pertanyaan mengapa Tap MPR ini dimasukannya lagi iedala No. 12
Tahun 2011 dalam Pasal 7 ayat (1) diatur tentang tata urutanrkbigraraturan
perundang-undangan Republik Indonesia. Masuknya kembali Ketetapan MRRhdarki
merupakan sebuah politik hukum yang tidak lazim di tengah wacana kaerlsstem
hukum Indonesia. Terlebih Tap MPR diposisikan di atas Undang-undang danvaln
Undang Undang Dasar 1945, yang sudah barang tentu merupakan sebuaklapgsisi
dilematis. Meski demikian, keberadaan Tap MPR menurut ketentuan hukunasiii m
debatable Hal ini mengingat berdasarkan Undang Undang Dasar NRI 19éfafset
amandemen kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggareggpi hanya
sebatas lembaga tinggi negara sebagaimana lembaga-lembaga ldinggHal ini
menimbulkan masalah hukum menyangkut kedudukan dan status hukum dari Ketetapa
MPR yang masih berlaku di Indonesia karena masih memungkinkanaap@rigntangan
dengan Undang-Undang di bawah dan termasuk dengan UUD NRI Tahun 1945.

16 Dian Agung Wicaksono,“Implikasi Re-cksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia”, artikel dalam Jurnal Konstitus, Vol.
10 No. 1, Maret 2013, hlm. 168.
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Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitus

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemoha@dalah pengujian
konstitusionalitas Pasal 6 angka 30 Ketetabkjelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
I/IMPR/2003 tentand®eninjauarnterhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis
PermusyawarataRakyat Sementara dan Ketetapan Majelis PermusyawaRadyat
Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Ta&@@2(selanjutnya disebut
Tap MPR Nomor I/MPR/2003) dan Bab Il Pa&atetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat SementafdomorXXXIlI/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah
Negara dari Presiden Sukarno (selanjutnya disebut Tap MPR®mMor
XXXI/MPRS/1967) terhadap Undang Undang Dasar Neg&weapublik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDB45);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangbiakok permohonan, Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebMahkamah}erlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-
hal sebagaberikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permoha@nguo; b.
kedudukan hukunflegal standing)Pemohon untukmengajukampermohonana quo;
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendsgizgai berikut.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Ul835,Pasal 10 ayat (1) huruf a
UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huratyndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
KekuasaarKehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoBW#6,selanjutnya
disebut UU 48/2009), salah satu kewenankamstitusionaMahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakjngputusannya bersifat final untuk menguji Undang-
UndangterhadagJndang Undang Dasar

Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohadalah pengujian
konstitusionalitas Pasal 6 angka 30 Tap M¥#norl/MPR/2003 yang menyatakan:

“Ketetapan MajelisPermusyawaratamRakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
PermusyawaratanRakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini
merupakanKetetapanMajelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak pidiiukan
tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (fin@lgh dicabut,
maupun telah selesai dilaksanakan”, yaitu, sepanjaaga “Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Semeniepublikindonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967
tentang PencabutaiKekuasaarPemerintahan Negara dan Presiden Soekarno” dan
Bab Il Pasal @ap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menyatakéhlenetapkan
penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menytaldgKr. Soekarno, dilakukan
menurut ketentuan-ketentuan hukdatamrangka menegakkan hukum dan keadilan,
dan menyerahkapelaksanaannya kepada Pejdasiden”;
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Bahwa menurut Mahkamah, permohonamguopernah diajukan sebelumnya dan
diputus oleh MahkamahdalamPutusan Nomor 24/PUU-XI1/2013, bertanggal 10
September 2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan,
“Mahkamahperlu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah yang diatara
limitatif dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, yaitu “mendujidang-Undang
terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketabaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasamutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisindéntanghasil pemilihan umum”, dan Pasal 24C ayat
(2) UUD 1945,yaitu “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas
pendapatDewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaranPoésiden
dan/atau Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar”. $teldilahkamabh juga
perlu mempertimbangkan eksisteik@tetapanMPRS/MPR secara historis dalam
beberapa peraturan yamgengatuitentang hierarki peraturan perundang-undangan,
yaitu KetetapatMPRSNomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR
MengenaiSumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata UrlRanaturan
Perundangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Tap MRRSor
XX/MPRS/1966) dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2G6@tangSumber
Hukum dan Tata Urutan Peratur&erundang-undangaiselanjutnya disebut Tap
MPR Nomor [lI/MPR/2000), serteindang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturanPerundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011)”
(vide PutusarNomor 24/PUU-X1/2013, bertanggal 10 September 2013.

Pada bagian lain dalam putusan terseddahkamah mempertimbangkan,
“Menimbang bahwa berdasarkan Lampiid& Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966,
Pasal 3 Tap MPRNomor IlI/MPR/2000, serta Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011,
kedudukanKetetapan MPRS/MPR ditetapkan secara hierarkis beradaasiah
Undang Undang Dasar 1945 dan di atas Undang-Undang. ®s&knaKetetapan
MPRS/MPR mempunyai kedudukan yang sebaearkis berada di atas Undang-
Undang maka berdasarkan Pasal 24C ayhaj UUD 1945 pengujian terhadap
Ketetapan MPRS/MPR tidalermasuldalam kewenangan Mahkamagvide Putusan
Nomor 24/PUU-XI/2013 bertanggal 10 September 2013, halaman 32.

Menimbang bahwa oleh karena permasalahan yang ahlgimpermohonan ini
adalah sama dan telah dipertimbangkan dglatusartersebut di atas maka pertimbangan
tersebutmutatis mutandisnenjadipertimbangan pula dalam putusanqug sehingga
Mahkamahtidak berwenang mengadili permohonamug,

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidekrwenang mengadili
permohonan Pemohon maka kedudukan huKiegalstanding)Pemohon dan pokok
permohonan tidakdipertimbangkan.Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum
sebagaimanaliuraikan di atas, MahkamalberkesimpulanPertama,Mahkamah tidak
berwenang untuk mengadiermohonaPemohora quo; keduaKedudukan hukuniegal
standing)Pemohon dapokokpermohonan tidakipertimbangkart’

17 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XI1/2014, Jakatta, Tanggal 24 Juli 2014, hlm. 38.
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Implikas Pengujian Ketetapan M PR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan tidak meneribexdpa kali
permohonanjudicial review ke Mahkamah Konstitusi berdampak kepada keberadaan
Ketetapan MPR di dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidekukign aturan
atau mekanisme pengujian TAP MPR yang menyebabkan terjakikgsongan hukum
serta tidak adanya lembaga yang berwenang untuk melakukan pergyhjgalap Ketetapan
MPR, inilah yang dinamakatetraa incognita Sistem perundang-undangan merupakan
subsistem hukum nasional yang mencakup semua hasil keputusan regneridis dari
penguasa yang mengikat umum, yang secara keseluruhan dalagk&esetem hukum
nasional.

Ahli hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konslitngy
Asshiddigie menganggap, Mahkamah berwenang menguji Ketetapartektsarkan
Ketetapan Nomor I/MPR/2003 Pasal 4 yang menyatakan (11) KetetépR dan MPR
sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan dibeniunkiaysy-
Undang. Hal inilah yang mendasari Mahkamah Konstutusi berwendaytehkan dengan
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Menurut Hans Kelsen jika norma menetapkan bahwa perilaku tetsattarusnya”
dilakukan, dalam arti “memerintahkan” perilaku itu, maka perilaku &kyaaboleh jadi
sesuai atau tidak sesuai dengan norma ter$&Bigtem hukum akan memperoleh makna
normatifnya hanya dari kaidah-kaidah lain yang lebih tinggi. Tata hukum nkarugaatu
hirarki kaidah-kaidahgrundnorn). Grundnorm theoryataustufenbau theotyyaitu dalil
yang menganggap bahwa semua hukum itu bersumber pada satu induk. Dejarigre
ini, setiap norma hukum “yang lebih tinggi” adalah “sumber” dari ndrakaim “yang lebih
rendah”*®

Demikian pula Scheltema menjelaskan, bahwa asas kepastian hukunmegsam
hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat
Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar-manusia, yakni
menjamin prediktabilitas dan juga bertujuan untuk mencegah bahweethalatt yang
berlaku?®

Merujuk pada Pasal 22 A Undang Undang Dasar 1945, mengamanatkan untuk
membentuk undang-undang tentang tata cara pembentukan undang-undaran Deng

18 Ibid., hlm. 19-20.

19 Op. Cit., hlm. 188-189.

20 B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jentera: Jurnal Hukum, Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). 2004, Edisi 3 Tahun II, him. 124.
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pendekatan normatif tersebut makatatis mutandi&edudukan Ketetapan MPR di bawah
UUD 1945 terderogasi dengan norma organik sebagaimana Pasal 22 A Umabkamg U
Dasar 1945, sehingga menjadi koherensi norma yang memungkinkan KetetdpakamP
menjabarkan materi Undang Undang Dasar 1945.

Merujuk Pasal 28 J ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 bahwa konstgati da
membatasi Hak Asasi Manusia hanya dengan undang-undang dan bukan dengan produk
hukum lain. Tetapi Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang PemipuPartai
Komunis Indonesia (termasuk larangan paham komunis) jelas mengandtergmuatan
yang jelas melakukan pembatasan Hak Asasi Manusia.

Masalah lainnnya yaitu tidak ada mekanisme pengujian terhadepaan MPR
menyebabkan terjadinya kekosongan hukum serta tidak adanya lemhgdaeyaenang
untuk melakukan pengujian terhadap Ketetapan MPR, inilah yang diaanetraa
incognita

Selain itu keberadaan Ketetapan MPR telah menjadikan tidak/adapastian
hukum dan menciderai keadilan dan hak konstitusional warga negara sebayamanat
Pasal 28 D Undang Undang Dasar 1945, dengan begitu tanpa disatiaméelcderai
konsepsi negara hukum dalam jaminan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

Sebagaimana telah di uraikan di atas, bahwa hierarki peraturan adatafoemtuk
pilihan kebijakan pembentuk undang-undang. Namun yang dipermasalahkan adatah buka
masalah salah atau benar penempatan Ketetapan MPR tersebum, ysmy menjadi
permasalahannya adalah implikasi yang ditimbulkan dari Ketet&fi2R tersebut, jika
berpotensi bertentangan dengan Undang Undang Dasar. Di sisi gianddPR dan
pemerintah tidak mengatur pengujian Ketetapan MPR tersebut. don déhdang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (1) bila suatu Undang-Undang bertentangam den
Undang Undang Dasar maka yang berwengan mengujinya adalataivah Konstitusi
dan ayat (2) Jika Peraturan-Peraturan di bawah undang-undang beaentang dapat
menguijinya adalah Mahkamah Agufig{etentuan konstitusional tersebut berarti bahwa
sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasarhat45
berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa untuk mewujudkan
Indonesia sebagai negara hukum maka negara berkewajiban melaksamaliango@an
hukum nasional dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungagahak

2l Lihat Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
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kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang Undand\Bgaea Republik
Indonesia Tahun 1945.

Ditempatkannya kembali Ketetapan MPRS dan Ketetapan MP$elitgai salah
satu jenis perundang-undangan dalam hierarki perundang-undangan reabagdiatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 didasarkan pada pemikiran bahwa undang-
undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan peld&asanaa
perintah Pasal 22 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonésia T@45 yang
menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata canbgméukan undang-
undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Namun, ruang lingkup magtan
undang-undang ini diperluas tidak saja undang-undang tetapi mencakup pula mperatura
perundang-undangan lainnya, selain Undang Undang Dasar NegarailRépidmesia
Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.

Harus diakui banyak mutiara pemikiran para negarawan kita padagimasing
zamannya terdapat dalam Ketetapan MPR dan MPRS tersalngt,tigak sepantasnya
dibuang begitu saja dari aspek hukum tata negara juga tidak layak ditunonagadi
undang-undang karena sebagian besar kaidah yang ada didalam Tap MPRateri
muatan Konstitusi atau UUD 1945.

Penempatan Ketetapan MPRS/MPR setingkat di bawah UUD 1945 datam t
urutan peraturan perundang-undangan membawa konsekuensi bahwa KetetapanidPR
selaras dengan UUD 1945. Dalam arti Ketetapan MPR tidak botédntaangan dengan
ketentuan UUD NRI 1945, apabilah bertentangan maka Ketetapan MPR®IRRN
kehilangan keabsahannya. Dalam hal muatan materi MPRS dan MPR bertentaggan den
UUD NRI 1945, tentunya dapat ketetapan tersebut dapat di uji terhddlap1B45 (iji
konstitusiongl. Sebaliknya, Ketetapan MPRS dan MPR menjadi sumber dasar bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya.

Untuk menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam negara, maka falikah
pengujian apakah satu kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lain, dan
terutama apakah suatu kaidah hukum tidak ingkar dari atau bensifgisinkan kaidah
hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatfiya.

Kedudukan Tap MPRS dan MPR dengan konsekuensi yuridisnya tersebut, justru
menjadi masalah karena ketidakjelasan dan inkonsistensi pengatuaan W@l No. 12
Tahun 2011 itu sendiri. tidak adanya mekanisme pengujian Ketetada8s Eih MPR dan

22 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan ... Op. Cit., hlm. 241.
23 Ni'matul Huda, Perkenbangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempnrnaan, Penerbit FH UII
Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 25.
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hal ini menimbulkan kekosongan pengaturan. Sedangkan dalam Pasal®. WP Tahun

2011 terdapat pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan, tetameieags
undang-undang terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan
peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU yang dilakukanablie@inhvdh
Agung.

Penutup

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tida&na@agn
menguji Ketetapan MR. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamattusonsti
mengadili dan tidak menerima pengujian Ketetapan MPR adalatadagkan Pasal 24C
ayat (1) UUD1945,Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 dyahiruf
a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasadrakiman(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nortb7,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomd076,selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusionalMahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan tergkhi
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undanigadagJndang Undang Dasar

Implikasi yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang ndéinggn
tidak menerima permohonajudicial review adalah: berdampak kepada keberadaan
Ketetapan MPR di dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidekukign aturan
atau mekanisme pengujian TAP MPR yang menyebabkan terjakidkgsongan hukum
serta tidak adanya lembaga yang berwenang untuk melakukan pergyhjgalap Ketetapan
MPR, inilah yang dinamakaetraa incognita

Selain itu keberadaan Ketetapan MPR telah menjadikan tidak aad@mastian
hukum dan menciderai keadilan dan hak konstitusional warga negara sebayamanat
Pasal 28 D Undang Undang Dasar 1945, dengan begitu tanpa disatiaméelecderai

konsepsi negara hukum dalam jaminan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.
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